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Abstrak. Penelitian ini mengkaji dinamika kependudukan dan 

perkembangan teknologi digitalisasi di DKI Jakarta serta implikasinya 

terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta data sekunder dari lembaga 

resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui program 

Jakarta Smart City dan layanan publik berbasis teknologi, seperti 

aplikasi Jakarta Kini (JAKI), telah meningkatkan efisiensi 

pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perkembangan 

teknologi digital juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Namun, masih 

terdapat tantangan berupa kesenjangan digital yang menghambat 

pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi di seluruh lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan 

transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Dengan 

regulasi yang adaptif dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, 

Jakarta berpotensi menjadi model kota digital yang inovatif di 

Indonesia. 

Abstract. This study examines the dynamics of population and 

digitalization development in DKI Jakarta and its implications for 

various social and economic aspects. The research method employed 

is a literature review, analyzing scientific journals, research reports, 

and secondary data from official institutions. The findings indicate that 

digitalization, through the Jakarta Smart City program and 

technology-based public services such as the Jakarta Kini (JAKI) 

application, has improved government efficiency and the quality of life 

for residents. Furthermore, technological advancements have 

contributed to poverty reduction and supported economic growth in 

Jakarta. However, challenges remain, particularly the digital divide, 

which hampers equitable access to and utilization of technology across 

all social strata. Therefore, a collaborative strategy involving the 

government, private sector, and society is essential to ensure an 

inclusive and sustainable digital transformation. With adaptive 

regulations and continuous policy evaluations, Jakarta has the 

potential to become an innovative digital city model in Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN  

 

Dinamika demografis wilayah perkotaan 

seperti DKI Jakarta telah berubah secara 

signifikan sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi digital yang pesat.  Revolusi 

digital ini berdampak pada tata kelola 

pemerintahan dan kebijakan publik serta 

cara masyarakat berinteraksi. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan 

antara dinamika kependudukan dan 

perkembangan teknologi digitalisasi di DKI 

Jakarta serta implikasinya bagi kebijakan 

kependudukan. 

DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, 

mengalami pertumbuhan penduduk yang 

pesat dan urbanisasi yang intens. Banyak 

masalah yang ditimbulkan oleh populasi 

yang padat, termasuk polusi udara, 

kemacetan lalu lintas, dan kebutuhan akan 

layanan publik yang efektif.  Untuk 

mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah 

provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi ide 

Smart City, yang bertujuan untuk 

meningkatkan standar hidup penduduknya 

dengan memanfaatkan teknologi digital.  

Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah perkotaan 

dan meningkatkan efektivitas layanan 

publik [1]. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana perkembangan 

teknologi digital mempengaruhi dinamika 

kependudukan di DKI Jakarta. Secara 

spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi 

dampak implementasi teknologi digital 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

mobilitas penduduk, peran teknologi digital 

dalam meningkatkan partisipasi generasi 

milenial dan Gen Z dalam kebijakan 

kependudukan, serta tahapan 

perkembangan DKI Jakarta menuju Smart 

City dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Topik-topik terkait telah dibahas dalam 

sejumlah penelitian sebelumnya.  

Pendekatan pemerintah DKI Jakarta dalam 

menciptakan ide Kota Cerdas untuk 

mengatasi masalah perkotaan termasuk 

kemacetan lalu lintas dan kepadatan 

penduduk diteliti oleh Farendy dan Akbar 

(2024) [2]. Gemawaty (2024) meneliti 

peran TIK dalam pertumbuhan ekonomi di 

DKI Jakarta, menunjukkan bahwa inovasi 

teknologi membuka peluang baru dalam 

sektor bisnis dan meningkatkan efisiensi 

layanan publik [3]. Lebih lanjut, Alfarizi 

(2023) melihat seberapa baik kebijakan 

kependudukan menerima transisi digital, 

terutama yang berkaitan dengan digitalisasi 

kartu identitas dan keterlibatan milenial dan 

Gen Z [1].  

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa 

konsep teoritis utama yang menjadi dasar 

analisis. Salah satu konsep utama adalah 

Smart City, yang merujuk pada 

pemanfaatan teknologi digital untuk 

meningkatkan efisiensi layanan publik, 

kualitas hidup warga, serta keberlanjutan 

lingkungan. Konsep ini telah diterapkan di 

berbagai kota besar di dunia, termasuk DKI 

Jakarta, yang tengah berupaya 

mengintegrasikan teknologi dalam berbagai 

aspek kehidupan perkotaan. Implementasi 

Smart City tidak hanya melibatkan 

penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi 

juga transformasi budaya kerja 

pemerintahan dan pola interaksi masyarakat 

dengan layanan publik [4].  

Selain itu, konsep E-Government juga 

menjadi bagian integral dari penelitian ini. 

E-Government mengacu pada penggunaan 

teknologi informasi oleh pemerintah untuk 
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menyediakan layanan publik yang lebih 

efisien, transparan, dan responsif. 

Implementasi e-government di Jakarta 

menjadi langkah awal dalam transformasi 

menuju Smart City, dengan berbagai 

layanan digital yang sudah diterapkan, 

seperti aplikasi layanan kependudukan, 

pajak online, dan sistem pengaduan 

berbasis digital. Namun, isu-isu seperti 

infrastruktur teknologi yang tidak merata 

dan rendahnya literasi digital masyarakat 

terus menghambat efektivitas e-government 

[5]. 

Selain itu, aspek Digital Divide atau 

kesenjangan digital juga menjadi perhatian 

dalam penelitian ini. Digital divide 

mengacu pada perbedaan akses dan 

pemanfaatan teknologi digital di antara 

berbagai kelompok masyarakat, yang dapat 

disebabkan oleh faktor ekonomi, 

pendidikan, atau geografis. Di Jakarta, 

meskipun akses terhadap internet dan 

perangkat digital semakin luas, masih 

terdapat kelompok masyarakat yang 

kesulitan mengakses atau memanfaatkan 

teknologi secara optimal. Pemahaman 

terhadap digital divide sangat penting agar 

transformasi digital yang terjadi di Jakarta 

tidak memperlebar kesenjangan sosial dan 

ekonomi antarwarga kota. 

Dengan memahami dinamika 

kependudukan dan perkembangan 

teknologi digitalisasi di DKI Jakarta, 

Melalui penggunaan teknologi digital, 

penelitian ini diyakini dapat membantu para 

pembuat kebijakan untuk mengembangkan 

rencana yang secara efektif akan mengatur 

perluasan kota dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat berkontribusi pada 

literatur akademik terkait transformasi 

digital dan kebijakan kependudukan di 

kota-kota besar. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Smart City 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, dan 

meningkatkan efisiensi layanan publik 

dikenal sebagai konsep “kota pintar”.  

Menggunakan teknologi digital untuk 

mengelola aset kota, seperti infrastruktur, 

sumber daya manusia, dan layanan publik, 

dikenal sebagai “implementasi kota pintar.” 

DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, 

telah mengadopsi konsep ini untuk 

mengatasi berbagai tantangan perkotaan, 

seperti kepadatan penduduk dan kemacetan 

lalu lintas [4].  

Smart Governance 

Penggunaan kebijakan berbasis TIK yang 

mengintegrasikan masyarakat, bisnis, dan 

kerja sama pemerintah dalam pengambilan 

keputusan dan penyediaan layanan publik 

dikenal sebagai “smart governance.”  

Platform Jakarta Open Data, yang 

menawarkan data terbuka untuk mendorong 

keterbukaan dan keterlibatan masyarakat, 

adalah contoh bagaimana ide ini 

dipraktikkan di Jakarta.  Selain itu, 

pemantauan kondisi kota secara real-time 

dimungkinkan oleh integrasi Internet of 

Things (IoT), termasuk sensor untuk 

manajemen banjir, yang memungkinkan 

reaksi darurat yang cepat [6].  

 



JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)    pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062  Putri  dkk  

865 

Digital Divide 

Kesenjangan dalam cara berbagai 

kelompok sosial menggunakan dan 

memiliki akses ke teknologi digital dikenal 

sebagai “Digital Divide”.  Untuk 

memastikan bahwa kesenjangan sosial 

tidak diperburuk oleh revolusi digital, 

sangat penting untuk memahami 

kesenjangan ini.  Pembangunan 

infrastruktur digital dan peningkatan literasi 

teknis masyarakat adalah dua cara yang 

dilakukan DKI Jakarta untuk menutup 

kesenjangan digital [7]. 

SDLC (System Development Life Cycle) 

Metode Software Development Life Cycle 

(SDLC) merupakan pendekatan dalam 

perancangan sistem yang digunakan untuk 

mengilustrasikan langkah-langkah serta 

tahapan utama yang terlibat dalam setiap 

proses pengembangan perangkat lunak [8]. 

Tahapan utama SDLC meliputi 

perencanaan, analisis, desain, 

implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. Perencanaan mencakup 

penetapan tujuan, jadwal, dan sumber daya. 

Analisis berfokus pada kebutuhan 

pengguna dan spesifikasi sistem. Desain 

mencakup arsitektur, antarmuka, dan 

database. Implementasi melibatkan 

pengembangan kode, sementara pengujian 

memastikan fungsionalitas dan 

mengidentifikasi bug. Pemeliharaan 

dilakukan melalui pembaruan dan 

perbaikan sesuai kebutuhan. [9] 

Metode Waterfall 

Metode Waterfall adalah model 

pengembangan perangkat lunak yang 

menerapkan proses berurutan dan 

terstruktur, dimulai dari tahap analisis 

kebutuhan, kemudian berlanjut ke 

perancangan sistem, implementasi, hingga 

tahap pengujian sebagai langkah akhir [10]. 

Metode ini disebut Waterfall karena proses 

pengembangan perangkat lunak dilakukan 

secara bertahap, di mana setiap tahap harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan ke tahap berikutnya hingga 

mencapai tahap akhir [11].  

3. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam studi ini adalah kajian pustaka 

dengan pendekatan rekayasa sistem, di 

mana proses analisis dilakukan 

menggunakan kerangka SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan metode 

waterfall. Metode ini dipilih karena mampu 

memberikan pendekatan sistematis dalam 

mengkaji dinamika kependudukan serta 

perkembangan teknologi digitalisasi di DKI 

Jakarta, sekaligus mengidentifikasi 

implikasinya terhadap kebijakan publik. 

Studi ini terdiri dari beberapa tahap 

utama dalam SDLC, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Metode Waterfall 
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1. Planning – Mengidentifikasi 

kebutuhan penelitian dengan 

merumuskan permasalahan utama 

terkait digitalisasi dan 

kependudukan di DKI Jakarta. 

2. Analysis – Laporan penelitian, 

buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, 

dan publikasi resmi dari lembaga 

terkait hanyalah beberapa contoh 

dari beragam sumber literatur yang 

harus kumpulkan dan periksa. 

3. Design – Menyusun kerangka 

konseptual berbasis literatur yang 

mencakup tema utama seperti smart 

city, smart governance, dan digital 

divide. 

4. Implementation – Melakukan studi 

komparatif terhadap berbagai 

penelitian sebelumnya untuk 

memahami pola perkembangan 

digitalisasi serta tantangan yang 

dihadapi dalam implementasinya di 

DKI Jakarta. 

5. Testing & Evaluation – Mensintesis 

temuan dari berbagai literatur guna 

mengidentifikasi kesenjangan 

penelitian serta mengevaluasi 

efektivitas kebijakan digital yang 

telah diterapkan. 

6. Maintenance – Menghasilkan 

rekomendasi berbasis kajian 

pustaka untuk perbaikan kebijakan 

digitalisasi di DKI Jakarta ke depan. 

Dengan pendekatan ini, penelitian 

diharapkan dapat memberikan analisis yang 

lebih struktural dan sistematis dalam 

memahami dampak teknologi digital 

terhadap perubahan sosial dan kebijakan di 

DKI Jakarta, serta menyajikan landasan 

konseptual yang kuat untuk mendukung 

pengembangan strategi digitalisasi yang 

lebih efektif. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dinamika populasi dan pertumbuhan 

ekonomi hanyalah dua dari sekian banyak 

aspek kehidupan masyarakat yang terkena 

dampak signifikan dari perkembangan 

teknologi digital di DKI Jakarta.  Penerapan 

e-Government oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini 

(JAKI) merupakan salah satu indikator 

utama. Penelitian menunjukkan bahwa 

JAKI berhasil meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dengan menyediakan 

akses informasi yang lebih mudah dan 

transparan bagi warga Jakarta. Aplikasi ini 

mempermudah masyarakat dalam 

mengakses berbagai layanan pemerintah, 

seperti pelaporan masalah kota, informasi 

lalu lintas, dan layanan kesehatan, sehingga 

meningkatkan efisiensi dan responsivitas 

pemerintah terhadap kebutuhan publik [12]. 

Selain itu, perkembangan teknologi 

digital juga berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta [13].  Jumlah 

penduduk dan perkembangan teknologi 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI 

Jakarta selama masa pandemi COVID-19. 

Hal ini menunjukkan bahwa adopsi 

teknologi digital dapat menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi, terutama dalam 

situasi krisis yang membatasi interaksi 

fisik.  

Namun, di sisi lain, pandemi COVID-19 

juga menyoroti adanya kesenjangan digital 

di masyarakat [14]. Percepatan 

perkembangan teknologi digital selama 

pandemi membawa banyak peluang, tetapi 

juga menyoroti ketimpangan dalam akses 
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dan pemanfaatannya. Tidak semua 

kelompok masyarakat memiliki perangkat 

yang memadai atau koneksi internet yang 

stabil, sehingga mereka kesulitan mengikuti 

perubahan yang terjadi. Selain itu, 

rendahnya literasi digital di beberapa 

kalangan menyebabkan keterbatasan dalam 

mengakses layanan daring, baik untuk 

pendidikan, ekonomi, maupun administrasi 

publik. 

Masyarakat, sektor korporat, dan 

pemerintah harus bekerja sama untuk 

menyediakan akses yang lebih adil untuk 

menjamin transformasi digital yang 

inklusif.  Perluasan program pelatihan 

literasi digital diperlukan untuk 

memastikan bahwa masyarakat tidak hanya 

mampu menggunakan teknologi, tetapi juga 

memahami kelebihan dan kekurangannya. 

Dengan pendekatan yang holistik, 

digitalisasi dapat menjadi alat 

pemberdayaan yang benar-benar 

memberikan dampak positif bagi semua 

lapisan masyarakat.  

Penerapan konsep Jakarta Smart City 

menjadi salah satu upaya pemerintah dalam 

mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah 

sedang berupaya meningkatkan standar 

hidup masyarakat dan meningkatkan 

efektivitas layanan publik dengan 

mengintegrasikan teknologi digital ke 

dalam sejumlah industri.  Namun demikian, 

ada sejumlah kendala yang harus diatasi 

untuk mewujudkan ide ini, seperti 

infrastruktur teknologi yang tidak merata 

dan keengganan beberapa individu untuk 

mengadopsi teknologi baru.  

 Metrik penting lainnya untuk menilai 

dampak teknologi digital adalah pergeseran 

dalam kebiasaan konsumsi media 

masyarakat.  Pola konsumsi media 

tradisional telah bergeser ke pola konsumsi 

digital sebagai akibat dari meluasnya adopsi 

teknologi digital.  Selain menciptakan 

peluang baru di bidang ekonomi kreatif, 

pergeseran ini juga berdampak pada 

hubungan sosial dan budaya masyarakat.  

 Selain itu, ekonomi digital Indonesia 

diperkirakan akan terus berkembang hingga 

tahun 2030 [15]. Dengan jumlah penduduk 

yang cukup besar dan penggunaan internet 

yang terus meningkat, Indonesia memiliki 

potensi pertumbuhan yang sangat besar di 

era ekonomi digital.  Sebagai ibukota 

negara, DKI Jakarta diperkirakan akan 

menjadi mesin utama yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.  

 Namun, kerja sama antara sektor publik, 

komersial, dan komunitas diperlukan untuk 

mewujudkan potensi ini.  Sementara sektor 

swasta dapat berkontribusi pada inovasi dan 

kemajuan teknis, pemerintah juga harus 

menyediakan infrastruktur dan hukum yang 

sesuai.  Untuk memanfaatkan teknologi 

dengan sebaik-baiknya, masyarakat umum 

juga harus meningkatkan tingkat literasi 

digital mereka [16].  

Selain itu, penting untuk mengatasi 

kesenjangan digital yang masih ada. 

Program-program pelatihan dan edukasi 

teknologi perlu ditingkatkan, terutama bagi 

kelompok masyarakat yang rentan 

tertinggal dalam adopsi teknologi. Dengan 

demikian, transformasi digital dapat 

berjalan inklusif dan berkeadilan [17].  

Dalam konteks kebijakan publik, 

pemerintah perlu merumuskan strategi yang 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Kebijakan yang fleksibel dan responsif 

akan memungkinkan pemerintah untuk 

mengakomodasi perubahan yang cepat 

dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat 

[18].  
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Selain itu, elemen penting dalam 

menjamin keberhasilan kebijakan digital 

adalah kerja sama antara sektor publik dan 

bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil.  

Sementara sektor swasta dapat mendukung 

pengembangan infrastruktur dan inovasi 

teknologi, pemerintah dapat berkolaborasi 

dengan lembaga akademis dan pusat 

penelitian untuk menciptakan kebijakan 

berbasis data. Di sisi lain, masyarakat perlu 

dilibatkan dalam proses pembuatan 

kebijakan melalui forum diskusi atau survei 

publik agar kebijakan yang diterapkan 

benar-benar mencerminkan kebutuhan dan 

aspirasi warga [4]. Dengan menerapkan 

kebijakan digital yang adaptif, Jakarta 

memiliki potensi besar untuk menjadi kota 

yang inovatif dan responsif terhadap 

perkembangan teknologi.  

Pemanfaatan teknologi digital oleh 

pemerintah daerah berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas layanan publik dan 

mempercepat proses birokrasi. Dengan 

menerapkan digitalisasi administrasi, 

masyarakat dapat mengakses layanan 

secara lebih mudah dan transparan, 

sehingga mengurangi hambatan yang sering 

muncul dalam sistem konvensional. Selain 

itu, implementasi sistem transportasi cerdas 

dapat membantu mengurangi kemacetan 

dan meningkatkan efisiensi mobilitas 

perkotaan. 

Selain aspek efisiensi, penguatan 

keamanan siber juga menjadi prioritas 

dalam menciptakan ekosistem digital yang 

aman dan terpercaya. Pemerintah daerah 

perlu memastikan bahwa sistem yang 

diterapkan mampu melindungi data pribadi 

warga serta mengantisipasi potensi 

ancaman siber. Dengan mengambil 

langkah-langkah yang telah diperhitungkan 

ini, Jakarta dapat berkembang menjadi kota 

pintar yang lebih berkelanjutan, efisien, dan 

inklusif, yang menawarkan manfaat nyata 

bagi semua penduduknya. 

Evaluasi berkala terhadap implementasi 

teknologi digital harus mencakup berbagai 

aspek, seperti efektivitas layanan, tingkat 

adopsi oleh masyarakat, serta dampak 

sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. 

Pemerintah perlu melakukan survei 

kepuasan pengguna, mengukur peningkatan 

efisiensi layanan publik, serta 

mengidentifikasi kendala yang masih 

dihadapi dalam pemanfaatan teknologi [5]. 

Selain itu, evaluasi juga harus 

mempertimbangkan aspek inklusivitas, 

memastikan bahwa kelompok rentan, 

seperti masyarakat berpenghasilan rendah 

dan lansia, tidak tertinggal dalam proses 

transformasi digital. Dengan data yang 

diperoleh dari evaluasi ini, kebijakan dan 

program teknologi digital dapat terus 

disesuaikan agar semakin relevan dan 

efektif dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

Selain aspek teknis dan sosial, evaluasi 

implementasi teknologi digital juga harus 

memperhatikan faktor keamanan dan etika. 

Perlindungan data pribadi menjadi prioritas 

utama agar masyarakat merasa aman dalam 

berinteraksi di ruang digital. Selain itu, 

transparansi algoritma perlu dijaga untuk 

memastikan bahwa sistem digital yang 

digunakan tidak menimbulkan bias atau 

diskriminasi. Pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya memiliki tanggung 

jawab untuk mengawasi serta menegakkan 

regulasi guna mencegah potensi 

penyalahgunaan teknologi yang dapat 

merugikan masyarakat. 

Pendekatan evaluatif yang menyeluruh 

juga harus mencakup mitigasi terhadap 

risiko-risiko yang muncul dari digitalisasi, 
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termasuk ancaman siber dan 

penyalahgunaan informasi. Selain itu, 

kebijakan digital yang diterapkan harus 

tetap menjunjung tinggi hak-hak 

masyarakat dalam ruang digital, seperti 

kebebasan berekspresi dan akses yang 

setara terhadap teknologi. Dengan 

komitmen terhadap keamanan dan etika, 

perkembangan teknologi digital di Jakarta 

dapat berjalan secara berkelanjutan, 

memberikan manfaat ekonomi yang 

signifikan, sekaligus melindungi 

kepentingan publik secara lebih luas. 

5. KESIMPULAN  

Berbagai aspek kehidupan, seperti 

dinamika populasi dan pertumbuhan 

ekonomi, telah dipengaruhi secara 

signifikan oleh perkembangan teknologi 

digital di DKI Jakarta. Digitalisasi layanan 

publik melalui platform seperti Jakarta Kini 

(JAKI) telah meningkatkan efisiensi dan 

transparansi layanan pemerintah, 

membantu masyarakat mengakses 

informasi dan layanan dengan lebih mudah. 

Selain itu, penerapan konsep Jakarta Smart 

City berperan dalam meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat meskipun masih 

menghadapi tantangan infrastruktur dan 

literasi digital yang belum merata. 

Penurunan angka kemiskinan di Jakarta 

menunjukkan bahwa digitalisasi juga 

berkontribusi dalam mendukung kebijakan 

sosial dan ekonomi daerah. 

Namun, kesenjangan digital masih 

menjadi tantangan utama dalam proses 

transformasi ini. Tidak semua masyarakat 

dapat memanfaatkan teknologi secara 

optimal karena keterbatasan akses dan 

literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat dalam mengatasi 

hambatan tersebut. Dengan strategi 

kebijakan yang adaptif dan evaluasi yang 

berkelanjutan, transformasi digital di 

Jakarta dapat berlangsung secara inklusif, 

berkeadilan, dan memberikan manfaat 

optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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